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ABSTRAK
 
Perjanjian kerja merupakan kesepakatan antara para
pihak berdasarkan itikad baik untuk mencapai tujuan
tertentu, yang diatur dalam KUH Perdata serta
peraturan terkait lainnya. Penelitian ini membahas
kasus wanprestasi dalam perjanjian pembangunan
rumah antara pengembang dan kontraktor di proyek
Artha Town House Purwomartani. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui bentuk tanggung gugat atas
wanprestasi oleh pengembang serta mekanisme
penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh
kontraktor. Penelitian ini menggunakan metode yuridis



normatif dengan pendekatan kasus, konseptual, dan
perundang-undangan, serta analisis data secara
deskriptif-kualitatif melalui studi kepustakaan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa pengembang telah
melakukan wanprestasi berupa tidak membayar
tagihan sesuai dengan ketentuan dalam Surat
Perjanjian Kerja (SPK). Oleh karena itu, pengembang
memiliki tanggung jawab hukum atas kelalaian
tersebut. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan
melalui jalur non-litigasi dan litigasi yang diatur
dalam Pasal 11 SPK Nomor 001/SPK/ATP/V/2023.
Rekomendasi hukum yang diberikan meliputi:
pertama, pengembang diharapkan mengupayakan
untuk melaksanakan prestasi berupa pembayaran
tagihan, melaksanakan hasil mediasi disertai dengan
itikad baik untuk dapat melakukan penyelesaian
sengketa hukum; kedua, kontraktor disarankan
menempuh upaya non-litigasi seperti mediasi sebelum
membawa perkara ke pengadilan, sesuai Pasal 11 SPK
dan dengan mempertimbangkan yurisdiksi pengadilan.
 
Kata-kata kunci: Tanggung Gugat, Wanprestasi, Penyelesaian Sengketa
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ABSTRACT
 
An employment agreement is an agreement between
parties based on good faith to achieve certain
objectives, as regulated in the Civil Code and other
relevant regulations. This study discusses cases of
default in house construction agreements between
developers and contractors in the Artha Town House



Purwomartani project. The objective of this study is to
determine the form of liability for breach of contract
by the developer and the dispute resolution
mechanisms available to the contractor. This study
employs a normative legal method with a case-based,
conceptual, and legislative approach, as well as
descriptive-qualitative data analysis through literature
review. The research findings indicate that the
developer has breached the contract by failing to pay
invoices in accordance with the provisions of the Work
Agreement (SPK). Therefore, the developer bears legal
responsibility for such negligence. Dispute resolution
can be conducted through non-litigation and litigation
channels as stipulated in Article 11 of SPK No.
001/SPK/ATP/V/2023. The legal recommendations
provided include: first, the developer is expected to
make efforts to fulfill its obligations by paying the
invoices, implementing the mediation results with
good faith to resolve the legal dispute; second, the
contractor is advised to pursue non-litigation efforts
such as mediation before bringing the case to court, in
accordance with Article 11 of the SPK and considering
the jurisdiction of the court.
 
Keywords: Liability, Default, Dispute Resolution
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BAB I

PENDAHULUAN
 
A. Posisi Kasus

Tanah merupakan salah satu unsur penting



dalam kehidupan manusia. Manusia membutuhkan
tanah untuk dijadikan tempat tinggal, bekerja, dan
melaksanakan kegiatan aktivitasnya. Definisi tanah
menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
(yang selanjutnya disingkat UUPA) dapat diartikan
sebagai bagian dari bumi, dalam hal ini merupakan
permukaan dari bumi. Keberadaan UUPA
dilatarbelakangi sebagai bentuk dari perwujudan
upaya negara dalam mengembangkan potensi
negara yang agraris, dapat memberikan
perlindungan bagi hak masyarakat atas tanah, serta
memberikan kepastian hukum bagi masyarakat
hukum adat beserta hak-hak yang mereka miliki.

Masyarakat Indonesia memandang bahwa
tanah memiliki fungsi dan peran yang penting dan
strategis dalam kehidupan, karena tanah adalah
sebagai sumber penghidupan serta sarana tempat
tinggal. Makna strategis dalam peran tanah
dilatarbelakangi karena hampir seluruh kegiatan
masyarakat berhubungan serta bersumber pada
tanah, yang berfungsi sebagai pemukiman, lahan
pertanian, sarana pembangunan, sebagai tempat
usaha, dan sebagainya. Dalam hal tempat tinggal
tanah berkaitan erat dengan hak asasi manusia
untuk hidup sejahtera lahir dan batin termasuk
bertempat tingal dan mendapatkan lingkungan
hidup yang baik dan sehat. Hal ini telah diatur tegas
dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Keberadaan tempat tinggal bagi manusia memiliki
peran yang penting dan strategis dalam upaya
pembentukan kepribadian bangsa sebagai salah satu



langkah dalam pembangunan manusia di Indonesia.
Sehingga pemenuhan kebutuhan tempat tinggal
merupakan kebutuhan yang dasar bagi setiap
manusia.

Tanah menjadi sumber daya alam yang
tersedia dengan sangat terbatas, sehingga
pemanfaatan dan pengeolaan tanah harus
digunakan serta dipelihara dengan sebaik-baiknya
demi keberlangsungan hidup manusia. Keberadaan
tanah dapat berfungsi sebagai social asset dan
capital asset. Dalam peran sebagai social asset
maka tanah berperan sebagai sarana pengikat
kesatuan sosial dalam kalangan masyarakat di
Indonesia. Sedangkan sebagai capital asset, tanah
berperan sebagai benda ekonomi yang sangat
penting, tidak terbatas pada bahan perniagaan,
melainkan juga sebagai objek spekulasi. Semakin
marak pembangunan diberbagai bidang kehidupan
manusia menyebabkan keberadaan tanah
menjadihal yang memiliki nilai ekonomis dan
cenderung sulit untuk dikendalikan.

Perumahan dan pemukiman merupakan
kebutuhan yang mendasar bagi setiap manusia.
Semakin bertambahnya jumlah penduduk, maka
lahan yang tersedia menjadi sangat terbatas.
Keterbatasan lahan yang tidak diimbangi dengan
pesatnya pertumbuhan penduduk di Indonesia dapat
menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat
mengenai pemenuhan kebutuhan dasar tersebut.
Sehingga hal ini akan berdampak semakin banyak
masyarakat yang membutuhkan lahan namun
ketersediaan lahan di Indonesia memiliki
keterbatasan.



Era saat ini mendorong manusia untuk
cenderung memilih membeli rumah siap huni yang
dibangun oleh pihak pengembang (developer)
melalui rumah yang ditawarkannya. Salah satu
langkah strategi oleh pengembang dalam menarik
minat konsumen yakni dengan penjualan tanah dan
bangunan sekaligus, sehingga konsumen/user dapat
langsung menggunakannya setelah selesai masa
pembangunan sesuai dengan perjanjian yang telah
disepakati sebelumnya. Dalam UUPA terdapat
beberapa hak atas tanah yang bersifat primer yakni;
Hak Milik, Hak Guna Usaha (HGU), Hak Guna
Bangunan (HGB), Hak Pakai (HP). Dalam hak
katas tanah tersebut agar memiliki kepastian hukum
yang kuat maka diperlukan untuk melakukan
mendaftarkan terlebih dahulu mengenai hak-hak
tersebut di kantor Badan Pertanhan Nasional (BPN)
yang kemudian akan terjamin dalam akta otentik.
Dikarenakan oleh perkembangan perekonomian
yang pesat dan banyak tanah yang tersangkut dalam
kegiatan perekonomian, seperti jual-beli, sewa-
menyewa, dan lainnya, maka diperlukan adanya
jaminan kepastian hak dalam bidang agraria.

Pembangunan perumahan merupakan salah
satu bentuk tanggung jawab dari masyarakat dalam
mencapai tujuan pembangunan manusia serta
menciptakan suatu iklim yang memadai bagi usaha
swasta di bidang perumahan. Dengan peningkatan
potensi usaha swasta yang disertai dengan daya beli
masyarakat, maka partisipasi masyarakat tersebut
akan berdaya guna dan berhasil guna.

Pengikatan perjanjian jual beli dalam hal
pembangunan rumah siap huni pada umumnya



dilakukan antara pengembang dan pembeli. Namun
terdapat juga perjanjian kerja antara pengembang
dengan kontraktor selaku pekerja yang
mengerjakan proyek pembangunan rumah tersebut.
Perjanjian antara pengembang dengan kontraktor
biasanya dikenal dengan perjanjian kerja atau surat
perintah kerja (SPK) yang berisikan para pihak
yang terkait, anggaran biaya, waktu selesai,
kebutuhan material, mekanisme pembayaran, dan
lain-lain. Pengembang melakukan pembayaran
secara bertahap sesuai dengan jadwal yang telah
disepakai bersama, begitu juga sebaliknya bahwa
kontraktor mengikatkan diri kepada pengembang
untuk menyelesaikan pembangunan sesuai dengan
jadwal yang telah disepakati bersama. Sehingga
terdapat suatu kewajiban bagi pengembang untuk
membayar pada jadwal atau ketentuan yang telah
disepkati bersama dan juga.

Perjanjian yang dijanjikan oleh pengembang
berupa pembayaran dengan harga yang telah
disepakati bersama, sedangkan yang dijanjikan oleh
kontraktor berupa penyelesaian pengerjaan proyek
pembangunan rumah sesuai dengan ketentuan
bersama. Perjanjian yang dilaksanakan harus
didasarkan pada Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) bahwa
perikatan atau perjanjian yang telah dibuat secara
sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak
yang terikat. Pasal tersebut dikenal sebagai prinsip
pacta sunt servanda. Dapat dimaknai bahwa
perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang
berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang
itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal



perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara
dua orang yang membuatnya. Menurut Kamus
Hukum, Perjanjian didefinisikan sebagai
persetujuan, pemufakatan antara dua orang/pihak
untuk melaksanakan sesuatu. Apabila dilaksanakan
secara tertulis juga disebut sebagai kontrak.

Menurut Wirjono Projodikoro, perjanjian
merupakan suatu hubungan hukum mengenai harta
benda antara dua pihak dalam hal mana satu pihak
berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan
suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menuntut
pelaksanaan perjanjian itu. Sedangkan menurut
Yahya Harahap, perjanjian merupakan suatu
hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara
dua orang atau lebih yang memberikan kekuatan
hak kepada satu pihak yang memperoleh prestasi
dan sekaligus pada pihak lain untuk menunaikan
prestasi.

Berdasarakan pada Pasal 1313 KUH Perdata
mengatur bahwa perjanjian didefinisikan sebagai
suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih
mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.
Selain iu, dalam perjanjian terdapat aturan yang
harus diperhatikan para pihak agar perjanjian dapat
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan tanpa
terdapat pihak yang merasa dirugikan. Beberapa
aturan tersebut diatur dalam KUH Perdata seperti
syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu
perjanjian dinyatakan sah secara hukum, tidak
memiliki itikad buruk dengan menipu ataupun
memaksa untuk memperoleh keuntungan diri
sendiri, terdapat pokok suatu benda (zaak) yang
dapat ditentukan jenisnya; harus memiliki objek



tertentu, tidak ingkar janji atau wanprestasi,
bersedia untuk menerima konsekuensi atau ganti
rugi apabila terbukti bersalah atau memberikan
kerugian.

Apabila dalam suatu pelaksanaan perjanjian
terdapat pihak yang merasa dirugikan, maka dalam
perjanjian harus memuat suatu penyelesaian
sengketa baik secara non-litigasi dan litigasi. Hal
ini sejalan dengan Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrasi dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa “Sengketa
atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh
para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa
yang didasarkan pada itikad baik dengan
mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di
Pengadilan Negeri”. Hal ini mendorong para pihak
untuk menyelesaikan sengketa secara non-litigasi
untuk mencapai kesepakatan bersama. Adapun
upaya non-litigasi yang dapat ditempuh para pihak
seperti mediasi, konsiliasi, arbitrase, negosiasi,
konsultasi, dan penilaian ahli.

Ketentuan mengenai perumahan telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
juncto Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Undang-
undang ini merupakan ganti dari undang-undang
sebelumnya, yakni Undang-Undang Nomor 4 tahun
1992 tentang Perumahan dan Permukiman.
Peraturan ini disahkan sebagai bentuk upaya untuk
mengakomodasi setiap kegiatan pembangunan dan



kawasan permukiman. Selain itu guna melindungi
kepentingan antara penjual dan pembeli, Menteri
Perumahan Rakyat Republik Indonesia
menerbitkan Surat Keputusan Nomor
09/KPTS/M/1995 tentang Pedoman Perjanjian
Pengikat Jual Beli Tanah dan Bangunan.

Dalam praktiknya seringkali terdapat
perjanjian antara tanah dan bangunan yang telah
dibuat dan disepakati bersama, namun tidak
dipenuhi oleh salah satu pihak. Salah satu contoh
kasus yang akan diangkat merupakan studi kasus
dari PT. Daratan Group Indonesia sebagai
pengembang dari proyek pembangunan Artha
Town House Purwomartani yang melakukan
wanprestasi atau ingkar janji. Wanprestasi adalah
pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada
waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya.
Seorang debitur disebutkan dan berada dalam
keadaan wanprestasi, apabila dia dalam melakukan
pelaksaan prestasi perjanjian telah lalai sehingga
“terlambat” dari jadwal waktu yang ditentukan atau
dalam melaksanakan prestasi tidak menurut
“sepatutnya/selayaknya”. Wanprestasi atau tidak
terpenuhinya janji dapat terjadi baik karena
disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak
sengaja melakukan wanprestasi bisa terjadi karena
tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi
prestasi tersebut atau juga karena terpaksa untuk
tidak melakukan prestasi tersebut.

Pada hari Kamis, 25 Mei 2023 bertempat di
Yogyakarta telah terjadi perjanjian perintah kerja
antara Hery Setyo Purnomo selaku Pihak Pertama
yang menjabat sebagai Direktur PT. Daratan Group



Indonesia dengan Budyo Whisnu Bharoto selaku
Pihak Kedua sebagai Pelaksana Perorangan yang
mengerjakan borongan pekerjaan pembangunan 12
unit rumah 2 lantai (kavling A-4, A-5, A-6, A-8, A-
9 B-1, B-2, B-3, B-5, B-6, B,7 Perumahan Atria
Town House Purwomartani berlokasi di Jalan
Candi Sambisari, Juwangen, Purwomartani.
Perjanjian tersebut tertuang dalam Surat Perintah
Kerja Nomor 001/SPK/ATP/V/2023 dan
ditandatangani pada 25 Mei 2023 oleh para pihak
beserta 2 (dua) orang saksi bersana Sahid Wiratno
selaku Kepala Divisi Konstruksi PT. Daratan Group
Indonesia dan Windu Kuntoro Sarjono.

Perjanjian tersebut menyepakati adanya
jangka waktu pengerjaan selama 5 (lima) bulan
dimulai dari tanggal 25 Mei hingga 24 Oktober
2023. Besaran harga pekerjaan keseluruhan senilai
Rp4.774.860.000,- (empat miliar tujuh ratus tujuh
puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu
rupiah)

dengan rincian sebagai berikut:
�
Pasal 5 dalam SPK tersebut, mengatur

mengenai cara pembayaran yang dilakukan secara 3
tahapan/termin, dengan ketentuan:



Tahap I : sebesar 50% setelah progres 50%
Tahap II : sebesar 45% setelah progres 100%
Tahap III : sebesar 5% sebagai retensi dan
dibayarkan setelah selesai masa pemeliharaan
selama 3 bulan unit rumah diserahterimakan kepada
konsumen (end user).

Kemudian pembayaran dilakukan melalui
transfer ke rekening Pihak Kedua maksimal 7
(tujuh) hari setelah Pihak Pertama menerima
tagihan Pihak Kedua secara lengkap. Pada 25 Juli
2023 pekerjaan telah mencapai progres 50%,
sehingga Pihak Kedua menagih pembayaran yang
telah disepakati sebelumnya. Namun setelah
menunggu 7 (tujuh) hari tepatnya pada tanggal 31
Juli 2023 Pihak Pertama masih belum
membayarkan tagihan yang harusnya dibayarkan
sejumlah 50% dari nilai pekerjaan senilai
Rp2.387.430.000,- (dua miliar tiga ratus delapan
puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Pihak Kedua mendatangi Kantor PT. Daratan
Group Indonesia untuk menagih secara langsung
agar dapat segera melanjutkan pelaksanaan
pekerjaan. Pihak Pertama mengaku tidak bisa
melakukan pembayaran karena uangnya digunakan
oleh Pihak Pertama untuk kepentingan pribadi.
Oleh karena itu, pembangunan tersebut menjadi
terganggu dan tidak dapat dilanjutkan.

Sesuai dengan Pasal 11 dalam perjanjian yang
mengatur mengenai Penyelesaian Perselisihan,
bahwa perselisihan diselesaikan secara
musyawarah. Pada tanggal 3 Agustus 2023 telah
dilaksanakan musyawarah antara Pihak Pertama
dan Kedua yang bertempat di Kantor PT. Daratan



Group Indonesia melaksanakan musyawarah terkait
permasalahan tersebut. Musyawarah menghasilkan
kesepkatan bahwa Pihak Pertama akan
melaksanakan pembayaran tagihan sejumlah 50%
dari nilai pekerjaan sebesar Rp2.387.430.000,- (dua
miliar tiga ratus delapan puluh tujuh ribu empat
ratus tiga puluh rupiah) paling lambat pada tanggal
10 Agustus 2023. Pihak Pertama juga memberikan
jaminan berupa bangunan ruko yang berlokasi di
Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping,
Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta
dengan nilai aset sebesar 2 (dua) miliar. Apabila
pada tanggal 10 Agustus 2023 Pihak Pertama masih
belum membayarkan tagihan tersebut, maka Pihak
Kedua berhak menyita dan menahan bangunan ruko
dengan nilai aset 2 (dua) miliar sampai dengan
Pihak Pertama melakukan pembayaran.

Tepat pada tanggal 11 Agustus 2023, Pihak
Pertama masih belum memberikan pembayaran
tagihan dan telah ingkar janji terhadap perjanjian
yang telah disepakati sebelumnya. Pada tanggal 14
Agustus 2023 pihak kedua mulai memberikan
somasi pertama kepada pihak pertama untuk segera
membayarkan biaya tagihan. Namun pihak pertama
tidak mengindahkan somasi tersebut. Kemudian
pihak kedua mengirimkan somasi kedua pada
tanggal 21 Agustus 2023, dan tetap tidak
diindahkan oleh pihak pertama. Pihak kedua
mengirimkan somasi ketiga pada tanggal 4
September 2023 dan tetap tidak membuahkan hasil.

Akibat permasalahan hukum ini, Pihak Kedua
mengalami kerugian berupa waktu dan material
karena tidak dapat melanjutkan pengerjaan



perumahan tersebut. Karena tidak terdapat upaya
dan itikad baik dari Pihak Pertama untuk
melakukan pembayaran, pada tanggal 10 Oktober
2023 Pihak Kedua melakukan balik nama terhadap
bangunan ruko yang berlokasi di Desa Banyuraden,
Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah
Istimewa Yogyakarta dengan nilai aset sebesar 2
(dua) miliar di Kantor Pertanahan Kabupaten
Sleman.

Berdasarkan permasalahan sebagaimana yang
telah diurakan di atas, maka penilitian ini dibuat
guna mengetahui bagaimana pertanggungjawaban
perdata atas wanprestasi dalam perjanjian
pembangunan rumah oleh pengembang PT. Daratan
Group Indonesia kepada kontraktor. Penelitian ini
juga dilakukan guna mengetahui upaya hukum
seperti apa yang dapat dilakukan oleh kontraktor
yang merasa dirugikan karena telah memenuhi
kewajibannya namun tidak terpenuhi haknya
berupa penerimaan pembayaran oleh pengembang.

B. Permasalahan Hukum
Berdasarkan uraian kasus posisi di atas, dapat

ditarik 2 (dua) pemasalahan hukum sebagai berikut:
1. Bagaimana tanggung gugat atas wanprestasi

perjanjian pembangunan rumah oleh
pengembang dengan kontraktor perumahan
“Artha Town House Purwomartani”?

2. Bagaimana penyelesaian sengketa hukum yang
dapat dilakukan oleh kontraktor atas wanprestasi
oleh pengembang dalam pembangunan rumah
“Artha Town House Purwomartani”?

C. Metode Penelitian Hukum
1. Tipologi Penelitian



Tipologi penelitian yang digunakan adalah
penelitian hukum normatif (Legal doctrinal).
Peter Marzuki mendefinisikan penelitian hukum
normatif merupakan penelitian yang berdasarkan
bahan-bahan hukum dengan menitik beratkan
pada bacaan sumber hukum primer dan sekunder
sehingga didapatkan kesmpulan yang
menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep
baru sesuai dengan preskripsi dalam penyelesaian
masalah yang dihadapi. Penelitian hukum ini
berfokus pada penggalian bahan hukum baik
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.
Adapun acuan dalam penlitian hukum ini
mengacu pada pertanggungjawaban perdata atas
wanprestasi dalam perjanjian pembangunan
rumah oleh pengembang.

2. Pendekatan Penelitian
Peter Mahmud Marzuki dalam buku

Penelitian Hukum terdapat beberapa pendekatan
yang digunakan untuk mendapatkan informasi
dari berbagai segi dan aspek yang diperuntukan
menjawab permasalahan hukum yang diteliti.
Adapun pendekatan penelitian yang dimaksud
yakni pendekatan kasus (case approach),
pendekatan perundang-undangan (statute
approach), pendekatan perbandingan
(comparative approach), pendekatan historis
(historical approach), dan pendekatan konseptual
(conseptual approach).

Adapun pendekatan penelitian yang
dilakukan oleh penulis dalam penelitian hukum
ini yakni pendekatan peraturan perundang-
undangan (statute approach) dengan yakni



dengan menelaah produk hukum serta regulasi
yang berkaitan dengan permasalahan yang
sedang diteliti, kemudian pendekatan kasus (case
approach) dengan merujuk pada isu hukum
disertai dengan teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang diangkat, serta pendekatan
konseptuanl (conseptual approach) dengan
mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-
doktrin hukum untuk menyelsaikan permasalahan
dalam penelitian ini.

3. �
3. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam
penelitian ini yakni norma-norma yang mengatur
mengenai Perjanjian, Pertanahan, serta Kontrak
Kerja.

4. Sumber Data Penelitian
Sumber data penelitian terdiri atas sumber

data sekunder berupa bahan-bahan hukum
primer, sekunder, dan bahan hukum tersier.
Adapun bahan hukum tersebut sebagai berikut:
a) Bahan hukum primer yang digunakan dalam

penelitian ini terdiri dari peraturan perundang-
undangan dan peraturan terkait yang
berhubungan dengan permasalah hukum dalam
penelitian ini. Adapun bahan hukum primer
yang digunakan, antara lain: Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria; Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
1997 Tentang Hak Pengelolaan, Hak-Hak Atas
Tanah, Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah,



dan Surat Perintah Kerja Nomor
001/SPK/ATP/V/2023 yang ditandatangani
pada 25 Mei 2023 oleh para pihak.

b) Untuk bahan hukum sekunder penelitian ini
menggunakan buku-buku hukum, jurnal
hukum, artikel atau tulisan tentang hukum
yang berkaitan dengan permasalahan hukum
dalam penelitian ini.

c) Suatu permasalahan hukum juga
menggunakan bahan non hukum seperti
literatur yang bersingggungan dengan bidang
disiplin ilmu lain untuk ditelusuri dikarenakan
suatu permasalahan hukum seringkali
bersinggungan dengan bidang disiplin ilmu
lain seperti sosiologi, politik, agama, dan
ekonomi.

5. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan di

dalam penelitian ini adalah teknik pengumpulan
data sekuder, yaitu berupa:
a) Studi kepustakaan (Library research), yaitu

teknik pengumpulan data dengan metode yang
digunakan dalam mengumpulkan informasi
dan data dengan bantuan literatur-litelatur
seperti dokumen, buku, dan sebagainya yang
berkaitan dengan penelitian ini.

b) Studi dokumen, yaitu teknik pengumpulan
dokumen-dokumen resmi baik berupa
dokumen tertulis maupun elektronik yang
berkaitan dengan penelitian ini.

6. Analisis Data
Metode analisis permasalahan hukum yang

digunakan dalam penelitian ini yakni dengan



analisis deskripsi kualitatif yakni metode analisis
dengan mengumpulkan data sedalam-dalamnya
untuk menjelaskan suatu fenomena yang terjadi.
Metode deskriptif–kualitatif dengan
pengelompokan dan penyesuaian data yang telah
diperoleh dari suatu gambaran sistematis dengan
didasarkan pada teori dan pengertian hukum.
Data yang diperoleh kemudian dilakukan analisa
dengan mendeskripsikan fakta-fakta hukum yang
ditemukan dan dikaitkan dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Penelitian
diarahkan untuk menjelaskan fakta atau kejadian
secara sistematis dan akurat terhadap suatu
peristiwa tertentu dengan mengunpulkan
informasi melalui wawancara maupun angket.
Fakta dari suatu peristiwa hukum yang telah
diperoleh dari mengumpulkan informasi
kemudian dipaparkan dan dikaitkan dengan
peraturan hukum yang berkaitan dengan
peristiwa hukum tersebut

D. Sistematika Penulisan
Penulisan hukum ini terbagi menjadi 5 (lima)
bab, yakni:

1. Bab I Pendahuluan yang memuat kasus posisi,
pertanyaan hukum, metode penelitan hukum, dan
sistematika penulisan yang merupakan bagian
dari Legal Memorandum.

2. Bab II Penulusuran Bahan Hukum yakni bahan
hukum primer yang digunakan sebagai dasar
dalam melakukan analisis dalam penelitian ini.

3. Bab III adalah Tinjauan Pustaka/teoritik yang
berisi teori-teori yang digunakan sebagai
penunjang untuk menganilis data-data yang telah



diperoleh dari penelitian ini.
4. Bab IV adalah Pendapat Hukum yang didasarkan

pada permasalahan hukum dalam penelitian ini.
Pendapat hukum digunakan untuk menjawab
permasalahan hukum yang telah diteliti dengan
menganalisis bahan-bahan hukum yang telah
diuraikan.

5. Bab V adalah kesimpulan dan rekomendasi
hukum, yaitu berupa jawaban singkat (pendapat
hukum) dari permasalahan hukum yang telah
diteliti. Dari permasalahan hukum tersebut
kemudian peneliti memberikan rekomendasi
hukum berupa nasihat, usul, maupun langkah-
langkah terbaik untuk mewujudkan perlindungan
hukum bagi pembeli yang tiket konsernya
dibatalkan secara sepihak

 
�
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BAB II

PENELUSURAN BAHAN HUKUM
 

Penelusuran bahan hukum yang digunakan
dalam penelitian ini yang bertujuan untuk
memecahkan persoalan yang menjadi objek dalam
penelitian terdiri dari bahan hukum primair, sekunder,
dan tersier sepanjang dibutuhkan untuk mencari
definisi atau makna tertentu agar lebih mudah
dipahami. Bahan-bahan hukum tersebut antara lain
sebagai berikut:
A. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945


